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Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi 

dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah 

 

Dengan Hormat,  

 

Bersama ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan Bukti Iklan 

Hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”) Rapat Umum Pemegang Sukuk 

Mudharabah ("RUPSU) atas: 

• Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 ; 

• Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021; 

• Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021; 

• Sukuk Mudharabah Berkelanjuta III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022; 

yang telah diselenggarakan pada 19 Februari 2025. Sehubungan dengan hal tersebut 

Perseroan menyampaikan Hasil RUPO dan RUPSU tersebut yang telah dipublikasikan 

melalui Surat Kabar Harian Terbit dan website Perseroan pada hari  

Kamis, 27 Februari 2025 sebagaimana terlampir.  

 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.  
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Edisi: 12716 | Thn. 53

Koran Aspirasi Rakyat
HARIAN TERBIT

Koran Aspirasi Rakyat
ERBIT 7BISNIS

Erick: Tak Ada 
Perebutan Kekuasaan 
di Danantara

OJK Optimistis Minat Terhadap
Usaha Bulion Semakin Meningkat

KEMENTAN GANDENG POSIND KEMENTAN GANDENG POSIND 
PASTIKAN KELANCARAN KEBUTUHAN  PASTIKAN KELANCARAN KEBUTUHAN  
POKOK  SELAMA PUASAPOKOK  SELAMA PUASA

Jelang bulan puasa 
Kementerian 

Pertanian 
(Kementan) 

menggandeng 
Pos Indonesia 

(PosIND) untuk 
menggelar operasi 

pasar (OP) sebagai 
upaya memastikan 

kelancaran 
distribusi 

kebutuhan 
pokok, menjaga 

stabilitas harga, 
dan ketersediaan 

stok selama bulan 
Ramadhan 1446 

Hijriah/2025.

ISTIMEWA

Operasi pasar itu, kata 
dia, bertujuan untuk me-
mastikan harga sembako te-

tap terjangkau dan normal 
selama periode tersebut.

Lanjut Sudaryono, pe-

merintah menunjuk Pos 
Indonesia sebagai lokasi 
penyelenggaraan operasi 

Jakarta, HanTer - Wa-
ki l  Menteri  Pertanian 
(Wamentan) Sudaryono 
mengatakan, "Perintah 
Presiden jelas di fase Ra-
madhan dan Lebaran ini, 
yakni kami akan melaksa-
nakan operasi pasar. Kami 
akan mengintervensi pasar 
untuk bahan sembako, se-
perti gula, beras, minyak 
goreng, bawang putih, dan 
lainnya. Semua itu akan 
didistribusikan melalui 
cabang-cabang kantor pos 
di seluruh Indonesia," ujar 
Sudaryono dalam kete-
rangannya kepada war-
tawan di Jakarta, Rabu 
(26/2/2025).

WAKIL Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono 

merintah. Dalam operasi 
pasar atau gerakan pangan 
murah besar-besaran itu, 
minyak goreng Minyak Kita 
dijual seharga Rp14.700 
per liter, gula konsumsi 
Rp15.000 per kilogram, 
bawang putih Rp29.000 
per kilogram, daging kerbau 
beku Rp75.000 per kilo-
gram, dan beras medium 
Rp12.300 per kilogram.

Sementara, pantauan 
di pasaran, harga sejumlah 

komoditas sudah mulai 
mengalami kenaikan seper-
ti telur ayam ras, gula pasir, 
maupun sejumlah bumbu 
dapur.

"Dengan OP serentak 
ini, Kami harapkan selama 
Ramadhan dan Lebaran, 
harga-harga semua bahan 
pokok pangan bisa stabil 
atau bahkan lebih murah 
dibandingkan tahun sebe-
lumnya," ujarnya. 

 Danial

PENGUMUMAN 
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI 

OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2022

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini ber-
tindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obli-
gasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 48, tang-
gal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari 
Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya (“Perjanjian 
Perwaliamanatan”), dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggara-
kan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II 
Tahun 2022 (“RUPO”) pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025, bertempat 
di WIKA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur, yang telah 
dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Ta-
hun 2022 (“Pemegang Obligasi”) dan/atau Kuasa Pemegang Obligasi yang 
sah yang seluruhnya mewakili Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap 
II Tahun 2022 (“Obligasi”) yang bernilai pokok Rp1.230.500.000.000,00 
atau sebanyak 1.230.500.000.000 suara yang merupakan 80,64% dari 
jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah 
Obligasi yang dimiliki oleh Afi liasi karena kepemilikan atau penyertaan modal 
Pemerintah namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/
atau Afi liasi Emiten), yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluru-
hannya berjumlah Rp1.750.000.000.000,00 dikurangi Obligasi yang dimiliki 
oleh Afi liasi Emiten berjumlah Rp224.000.000.000,00 menjadi berjumlah 
Rp1.526.000.000.000,00.

Dalam RUPO, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang 
Obligasi, yaitu: 

z� Jumlah suara Pemegang Obligasi yang tercatat yang hadir dalam RUPO 
sebanyak 1.230.500.000.000 suara, atau mewakili suara Pemegang Obli-
gasi yang bernilai Rp1.230.500.000.000,00.

z� Jumlah suara yang abstain sebanyak 3.000.000.000 suara, atau mewakili 
suara Pemegang Obligasi yang bernilai Rp3.000.0000.000,00. Sesuai ke-
tentuan dalam Pasal 10 ayat 10.4 huruf l Perjanjian Perwaliamanatan, 
suara yang abstain dianggap tidak dikeluarkan, dengan demikian jumlah 
total suara yang diperhitungkan adalah sebanyak 1.227.500.000.000 sua-
ra atau senilai Rp1.227.500.000.000,00.

z� Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 401.500.000.000 suara, atau 
mewakili suara Pemegang Obligasi yang bernilai Rp401.500.000.000,00.

z� Jumlah suara yang setuju sebanyak 826.000.000.000 suara, atau mewaki-
li suara Pemegang Obligasi yang bernilai Rp826.000.000.000,00 atau 
67,29%.

Dengan demikian hasil pemungutan suara untuk Agenda RUPO dalam RUPO 
ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 10 
ayat 10.5 angka 2 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan 
II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 48, tanggal 21 Januari 2022, 
yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., 
Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, dimana keputusan yang sah 
dan mengikat harus disetujui oleh paling sedikit 3/4  bagian atau 75,00% 
dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO, sehingga RUPO tidak dapat 
mengambil suatu keputusan.

Jakarta, 27 Februari 2025

EMITEN WALI AMANAT
           

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK PT BANK MEGA TBK

PENGUMUMAN 
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI 

OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini 
bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan 
Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 3, 
tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari 
Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya 
(“Perjanjian Perwaliamanatan”), dengan ini memberitahukan bahwa telah 
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya 
Karya Tahap I Tahun 2021 (“RUPO”) pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 
2025, bertempat di WIKA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta 
Timur, yang telah dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya 
Karya Tahap I Tahun 2021 (“Pemegang Obligasi”) dan/atau Kuasa Pemegang 
Obligasi yang sah yang seluruhnya mewakili Obligasi Berkelanjutan II 
Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 (“Obligasi”) yang bernilai pokok sebesar
Rp1.030.500.000.000,00 atau sebanyak 1.030.500.000.000 suara yang 
merupakan 88,53% dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk 
di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Afi liasi karena kepemilikan 
atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Obligasi yang 
dimiliki oleh Emiten dan/atau Afi liasi Emiten), yang telah diterbitkan oleh 
Emiten, yaitu keseluruhan berjumlah Rp1.179.000.000.000,00 dikurangi 
Obligasi yang dimiliki oleh Afi liasi Emiten sebesar Rp15.000.000.000,00 
menjadi berjumlah Rp1.164.000.000.000,00. 

Dalam RUPO, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang 
Obligasi, yaitu:

a. Jumlah suara Pemegang Obligasi yang tercatat yang hadir dalam RUPO 
sebanyak 1.030.500.000.000 suara, atau mewakili suara Pemegang 
Obligasi yang bernilai Rp1.030.500.000.000,00.

b. Untuk Usulan Keputusan Pilihan I, sebagaimana yang disampaikan atau 
dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada 
Pemegang Obligasi dalam RUPO, sebagai berikut :
z� Jumlah suara yang abstain/tidak sah tidak ada.
z� Jumlah suara yang tidak setuju atas penjelasan dan usulan yang 

diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten ke-
pada Pemegang Obligasi, sesuai yang dipresentasikan atau dipa-
parkan oleh Emiten dalam RUPO tanggal 19 Februari 2025 sebanyak 
508.000.000.000 suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai 
Rp508.000.000.000,00.

z� Jumlah suara yang setuju atas penjelasan dan usulan yang 
diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada 
Pemegang Obligasi, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan 
oleh Emiten dalam RUPO tanggal 19 Februari 2025, sebanyak 
522.500.000.000 suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai 
Rp522.500.000.000,00 atau 50,70%.

c. Untuk Usulan Keputusan Pilihan II, dimana Pemegang Obligasi yang tidak 
setuju atas Usulan Keputusan Pilihan I yang diajukan PT Wijaya Karya 
(Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Obligasi dalam RUPO, 
sebagai berikut :
z� Jumlah suara yang abstain/tidak sah tidak ada.
z� Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 522.500.000.000 suara, 

atau mewakili Obligasi yang bernilai Rp522.500.000.000,00.
z� Jumlah suara yang setuju sebanyak 508.000.000.000 suara, atau 

mewakili Obligasi yang bernilai Rp508.000.000.000,00 atau 49,30%.

Dengan demikian hasil pemungutan suara dalam RUPO ini tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 10 ayat 10.5 angka 2 
huruf a Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya 
Tahap I Tahun 2021, Akta No. 3, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan 
Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut 
perubahan-perubahannya, dimana keputusan yang sah dan mengikat harus 
disetujui oleh paling sedikit 3/4 bagian atau 75,00% dari jumlah Obligasi yang 
hadir dalam RUPO, sehingga RUPO tidak mengambil suatu keputusan.

Jakarta, 27 Februari 2025

EMITEN WALI AMANAT
           

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK PT BANK MEGA TBK

PENGUMUMAN 
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK 

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA 
TAHAP I TAHUN 2022

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertin-
dak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk 
Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 
47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Han-
dari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya 
(“Perjanjian Perwaliamanatan”), dengan ini memberitahukan bahwa telah 
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan 
III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 (“RUPSU”) pada hari Rabu, tanggal 19 
Februari 2025, bertempat di WIKA, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta 
Timur, yang telah dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan 
III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 (“Pemegang Sukuk”) dan/atau Kuasa 
Pemegang Sukuk yang sah yang seluruhnya mewakili Sukuk Mudharabah 
Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 (“Sukuk”) yang bernilai 
pokok sebesar  Rp256.000.000.000,00 atau sebanyak 256.000.000.000
suara yang merupakan 90,84% dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar 
kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afi liasi karena 
kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Sukuk 
yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afi liasi Emiten), yang telah diterbitkan 
oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah Rp281.815.000.000,00. 

Dalam RUPSU, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang 
Sukuk, yaitu: 

a. Jumlah suara Pemegang Sukuk yang tercatat yang hadir dalam RUPSU 
sebanyak 256.000.000.000 suara, atau mewakili suara Pemegang Sukuk 
yang bernilai Rp256.000.000.000,00.

b. Untuk Usulan Keputusan Pilihan I, sebagaimana yang disampaikan atau 
dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada 
Pemegang Sukuk dalam RUPSU, sebagai berikut :
z� Jumlah suara yang abstain/tidak sah tidak ada.
z� Jumlah suara yang tidak setuju atas penjelasan dan usulan yang 

diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten ke-
pada Pemegang Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipa-
parkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 19 Februari 2025 se-
banyak 105.000.000.000 suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai 
Rp105.000.000.000,00.

z� Jumlah suara yang setuju atas penjelasan dan usulan yang diajukan 
oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang 
Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten 
dalam RUPSU tanggal 19 Februari 2025 sebanyak 151.000.000.000 
suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai Rp151.000.000.000,00 
atau 58,98%.

c. Untuk Usulan Keputusan Pilihan II, dimana Pemegang Sukuk yang tidak 
setuju atas Usulan Keputusan Pilihan I yang diajukan PT Wijaya Karya 
(Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk dalam RUPSU, 
sebagai berikut :
z� Jumlah suara yang abstain/tidak sah tidak ada.
z� Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 151.000.000.000 suara, 

atau mewakili Sukuk yang bernilai Rp151.000.000.000,00.
z� Jumlah suara yang setuju sebanyak 105.000.000.000 suara, atau 

mewakili Sukuk yang bernilai Rp105.000.000.000,00 atau 41,02%.

Dengan demikian hasil pemungutan suara dalam RUPSU ini tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 10 ayat 10.5 angka 2 
huruf a Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wi-
jaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat 
di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, 
berikut perubahan-perubahannya, dimana keputusan yang sah dan mengikat 
harus disetujui oleh paling sedikit 3/4 bagian atau 75,00% dari jumlah Sukuk 
yang hadir dalam RUPSU, sehingga RUPSU tidak mengambil suatu keputusan.

Jakarta, 27  Februari 2025

EMITEN WALI AMANAT
           

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK PT BANK MEGA TBK

PENGUMUMAN 
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK 

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA 
TAHAP I TAHUN 2021

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak 
selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk 
Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, 
tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari 
Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya 
(“Perjanjian Perwaliamanatan”), dengan ini memberitahukan bahwa telah 
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan 
II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 (“RUPSU”) pada hari Rabu, tanggal 19 
Februari 2025, bertempat di WIKA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10, 
Jakarta Timur, yang telah dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah 
Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 (“Pemegang Sukuk”) 
dan/atau Kuasa Pemegang Sukuk yang sah yang seluruhnya mewakili Sukuk 
Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 (“Sukuk”) yang 
bernilai pokok Rp418.500.000.000,00 atau sebanyak 418.500.000.000
suara yang merupakan 98,59% dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar 
kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afi liasi karena 
kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Sukuk 
yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afi liasi Emiten), yang telah diterbitkan 
oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah Rp424.500.000.000,00. 

Dalam RUPSU, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang 
Sukuk, yaitu: 

a. Jumlah suara Pemegang Sukuk yang tercatat yang hadir dalam RUPSU 
sebanyak 418.500.000.000 suara, atau mewakili suara Pemegang Sukuk 
yang bernilai Rp418.500.000.000,00.

b. Untuk Usulan Keputusan Pilihan I, sebagaimana yang disampaikan atau 
dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada 
Pemegang Sukuk dalam RUPSU, sebagai berikut :
z� Jumlah suara yang abstain/tidak sah tidak ada.
z� Jumlah suara yang tidak setuju atas penjelasan dan usulan yang 

diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada 
Pemegang Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan 
oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 19 Februari 2025 sebanyak 
282.000.000.000 suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai 
Rp282.000.000.000,00.

z� Jumlah suara yang setuju atas penjelasan dan usulan yang diajukan 
oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang 
Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten 
dalam RUPSU tanggal 19 Februari 2025, sebanyak 136.500.000.000 
suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai Rp136.500.000.000,00 
atau 32,62%.

c. Untuk Usulan Keputusan Pilihan II, dimana Pemegang Sukuk yang tidak 
setuju atas Usulan Keputusan Pilihan I yang diajukan PT Wijaya Karya 
(Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk dalam RUPSU, 
sebagai berikut :
z� Jumlah suara yang abstain/tidak sah tidak ada.
z� Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 136.500.000.000 suara, 

atau mewakili Sukuk yang bernilai Rp136.500.000.000,00.
z� Jumlah suara yang setuju sebanyak 282.000.000.000 suara, atau 

mewakili Sukuk yang bernilai Rp282.000.000.000,00. atau 67,38%.

Dengan demikian hasil pemungutan suara dalam RUPSU ini tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 10 ayat 10.5 angka 
2 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II 
Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat 
di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, 
berikut perubahan-perubahannya, dimana keputusan yang sah dan mengikat 
harus disetujui oleh paling sedikit 3/4 bagian atau 75,00% dari jumlah Sukuk 
yang hadir dalam RUPSU, sehingga RUPSU tidak mengambil suatu keputusan.

Jakarta, 27 Februari 2025

EMITEN WALI AMANAT
           

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK PT BANK MEGA TBK

pasar di seluruh Indonesia 
karena memiliki jaringan 
logistik yang dapat men-
dukung distribusi bahan 
pangan secara merata.

Sesuai data, operasi 
pasar dimulai pada 24 Feb-
ruari 2025 dan akan ber-
langsung hlhingga H-3 Idul 
Fitri atau 29 Maret 2025.

Pada tahap awal, ope-
rasi pasar ini digelar di 
325 titik gerai PT Pos In-
donesia, dengan 215 titik 
di Pulau Jawa dan 110 titik 
di luar Pulau Jawa. Mulai 1 
Maret 2025, cakupan ope-
rasi pasar akan diperluas ke 
4.500 kantor pos di seluruh 
wilayah Indonesia.

Operasi pasar dipriori-
taskan untuk lima komo-
ditas yaitu minyak goreng, 
bawang putih, gula, daging, 
dan beras SPHP. Pasokan 
pangan berasal dari BUMN 
Pangan Perum Bulog, PT 
RNI, PTPN, PT Berdikari, 
dan PT PPI.

Harga lima komoditas 
telah ditentukan oleh pe-

Jakarta, HanTer - Menteri Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) Erick 
Thohir mengatakan bahwa tidak 
ada perebutan kekuasaan antara 
dirinya dengan Kepala atau Chief 
Excecutive Officer (CEO) Badan 
Pengelolaan Investasi Daya Ana-
gata Nusantara (BPI Danantara) 
Rosan Roeslani.

Erick dalam Indonesia Eco-
nomic Outlook 2025 di Jakarta, 
Rabu (26/2/2025) menegaskan 
bahwa ia membantah adanya 
anggapan jika terjadi perebutan 
kekuasaan di Danantara. Ia justru 
mengaku akan bersinergi dengan 
CEO BPI Danantara.

"Sekarang sudah tidak perlu 
dividen policy approval ini, appro-
val ini, langsung ke Pak Rosan, 
saya cuma, oke Pak Rosan tinggal 
investasinya apa? Visinya apa? 
Jadi jangan seakan-akan ada ang-
gapan di publik, ini jangan-jangan 
perebutan kekuasaan, enggak, 
kita orang market, kita sama-
sama orang private sector dan kita 
ngerti jobnya," kata Erick.

Ketua Dewan Pengawasan 
Danantara itu juga menyampaikan 
bahwa dirinya memahami pem-
bagian tugas dan kewenangan 
sesuai dengan ketentuan hukum 
yang berlaku antara dirinya dan 
CEO BPI Danantara.

"Dan kita akan nanti punya 
hal yang sesuai dengan un-
dang-undang mana yang Pak 
Rosan tidak perlu approval, mana 
yang saya approval, mana yang 
harus approval bersama, atau 
saya approval," ujarnya.

Ke depannya, Erick yakin ko-
ordinasi yang jelas antara dirinya 
dan Rosan akan mempercepat 
pengambilan keputusan dan men-
dukung kemajuan BPI Danantara.

Erick menambahkan bahwa 
kerja sama yang baik antara 
mereka akan memberikan dam-
pak positif dalam pengelolaan 
investasi strategis nasional yang 
lebih efisien dan produktif.

"Nah, hal-hal seperti ini yang 
saya rasa ini justru menjadi per-
cepatan. Dan ini hal yang positif 
yang selama ini kami di BUMN 
tidak punya luxury itu. Ini yang 
sebagai catatan paling penting, 
jangan dikonotasikan negatif 
seakan-akan ini seper ti 8 ya," 
ucap Erick.

"Kan nggak ada juara yang 
diingat nomor 8, palingnya top 
three. Top three ini yang kita do-
rong sama-sama. Nah prosesnya 
berapa tahun nanti konsolidasi 
yang kita coba dorong," tambah 
Erick.

Di tempat yang sama, Kepala 

atau Chief Excecutive Officer 
(CEO) BPI Danantara Rosan 
Roeslani mengatakan bahwa 
pihaknya siap bersinergi dengan 
Kementerian BUMN.

"Justru antara Danantara 
dan Kementerian BUMN ini kita 
bersinergi, kolaborasinya justru 
makin akan makin penting dan 
makin dekat menurut saya, karena 
memang kita membicarakan pro-
yeksinya, anggaran seperti apa, 
ini kita bicara bersama," ujarnya. 

 Danial

Jakarta, HanTer - Ketua 
Dewan Komisioner Otori-
tas Jasa Keuangan (OJK) 
Mahendra Siregar meng-
ungkapkan optimisme pi-
haknya bahwa minat pe-
laku jasa keuangan untuk 
bergabung dalam ekosis-
tem bank emas dan usaha 
bulion semakin meningkat 
di masa mendatang.

Hingga kini baru terda-
pat dua pelaku jasa keuang-
an yang mendapatkan izin 
usaha bulion di Indonesia 
dari OJK, yakni PT Pega-
daian sejak 23 Desember 
2024 dan PT Bank Syariah 

Indonesia Tbk (BSI) sejak 
12 Februari 2025.

“Pasti akan banyak 
yang menaruh minat kare-
na di internasional jumlah 
pelaku industri jasa ke-
uangan yang juga memi-
liki jasa bulion atau bank 
emas ini banyak sekali,” 
kata Mahendra Siregar 
saat ditemui usai peresmi-
an bank emas Pegadaian 
dan BSI di Jakarta, Rabu 
(26/2/2025)

Ia mengatakan bahwa 
pendirian usaha bulion 
atau bank emas meru-
pakan amanat dari Un-

dang-Undang Nomor 4 
Tahun 2023 tentang Pe-
ngembangan dan Pengu-
atan Sektor Keuangan 
(UU P2SK) sebagai upaya 
pendalaman produk dan 
industri jasa keuangan.

Melalui upaya tersebut, 
ia berharap pemerintah 
dapat meningkatkan ink-
lusi keuangan masyarakat, 
memperkuat likuiditas pe-
laku jasa keuangan, serta 
mendukung aktivitas eko-
nomi di sektor riil, teruta-
ma pada industri emas mu-
lai dari hulu hingga hilir.

 Danial


